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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setalah meyelesaikan penulisan dari apa yang penulis telah tulis, maka

sampailah pada kesimpulan yaitu :

1. Bahwa proses pemberian izin industri batik di Kota Yogyakarta, Dinas

Perizinan telah mempertimbangkan aspek kepentingan ekologinya

yang diselenggarakan dalam bentuk Dokumen Lingkungan dengan

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keterbukaan,

akuntabilitas, efektif dan efisiensi dalam pelayanan.

2. Kendala yang sering muncul dalam penerapan proses pemberian izin

dan pengawasan industri batik adalah :

a. Kurangnya sosialisasi Dinas Perizinan mengenai persyaratan

Dokumen Lingkungan dalam proses pemberian izin, sehingga para

pelaku kegiatan industri kurang memahami ketentuan tentang

Dokumen Lingkungan.

b. Terbatasnya SDM pada Badan Lingkungan Hidup sehingga

pengawasan industri sangat lemah atau tidak maksimal.
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B. Saran

Dari hasil tulisan penulis, maka penulis ingin memberikan beberapa saran,

yaitu antara lain:

1. Dinas Perizinan perlu melakukan sosialisasi mengenai Dokumen

Lingkungan kepada para pelaku kegiatan industri batik di Kota

Yogyakarta.

2. Perlu meningkatkan SDM pada Badan Lingkungan Hidup, guna

terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

3. BLH perlu melakukan suatu pembinaan kepada pelaku industri agar

mengetahui dampak pencenaran lingkungan yang diakibatkan oleh

kegiatan industri.

4. Diharapkan kepada pemerintah agar tidak cukup hanya

mempertimbangkan proses pemberian izin dari segi lingkungan saja,

tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi yang

membuat sebahagian industri batik semakin menurun jumlahnya yang

diakibatkan oleh persaingan munculnya teknologi baru yang

peredarannya cukup meluas sehingga berdampak buruk bagi

sebahagian pelaku industri terutama industri batik tulis.
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